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ABSTRAK 

Kriminalisasi wartawan melalui instrumen UU ITE merupakan fenomena yang kian 

marak terjadi di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, sebuah polemik muncul ketika 

wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik justru dijerat dengan pasal-pasal 

pidana dalam UU ITE, padahal UU Pers telah secara tegas menjamin kemerdekaan 

pers dan memberikan perlindungan khusus bagi wartawan. Di sisi lain, terdapat 

konflik antara UU Pers sebagai lex specialis di bidang pers dengan UU ITE yang 

dalam praktiknya lebih sering digunakan sebagai dasar penuntutan pidana terhadap 

wartawan. Terkait dengan hal itu, sejumlah lembaga peradilan telah menangani 

perkara kriminalisasi wartawan, termasuk dalam Putusan Pengadilan Negeri Palopo 

Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN.Plp yang menjatuhkan pidana penjara tiga bulan 

terhadap seorang wartawan. Berdasarkan persoalan tersebut maka muncul 

pertanyaan yang di antaranya: Pertama, bagaimana pertimbangan hukum yang 

digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap wartawan dalam 

Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN.Plp?; dan Kedua, perspektif dewan pers dalam 

penjatuhan pidana terhadap wartawan dilihat dari perlindungan hak wartawan?  

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis-empiris yang 

bersifat deskriptif-analitis serta menggunakan pendekatan kasus (case approach). 

Data yang disajikan bersumber dari sumber data primer, sekunder, dan tersier yang 

digali menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara dan studi 

kepustakaan. Analisis data menggunakan metode teknik deskriptif kualitatif  yang 

mencakup pengumpulan data yang dikumpulkan langsung di lapangan dari 

responden dan narasumber. Analisis dilakukan dengan mengacu pada teori 

penafsiran hukum, teori pers bebas, serta teori Gustav Radbruch yang mencakup 

tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menjatuhkan pidana karena 

menilai terdakwa melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik jurnalistik 

sehingga kehilangan hak imunitas profesinya dan memenuhi unsur delik 

pencemaran nama baik dalam UU ITE. Sedangkan Dewan Pers berpandangan 

bahwa perkara tersebut seharusnya diselesaikan melalui mekanisme sengketa pers 

(hak jawab) karena karya yang dihasilkan merupakan produk jurnalistik sah, serta 

tanggung jawab hukumnya berada pada pemimpin redaksi melalui waterfall system, 

bukan pada individu wartawan. Penulis berpandangan bahwa pemidanaan 

wartawan melalui UU ITE dalam kasus ini tidak dapat dibenarkan secara yuridis 

meskipun A terbukti melakukan pelanggaran nyata terhadap kode etik jurnalistik. 

 

Kata kunci: Kriminalisasi Wartawan, UU ITE, UU Pers 
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ABSTRACT 

The criminalization of journalists through the instrument of the ITE Law is an 

increasingly prevalent phenomenon in Indonesia. In practice, a polemic arises 

when journalists performing their journalistic duties are ensnared by criminal 

provisions of the ITE Law, even though the Press Law has explicitly guaranteed 

press freedom and provided special protection for journalists. On the other hand, 

there exists conflict between the Press Law as lex specialis in the field of press and 

the ITE Law, which in practice is more frequently used as the basis for criminal 

prosecution against journalists. In relation to this, a number of judicial institutions 

have handled cases of journalist criminalization, including the Palopo District 

Court Decision Number 46/Pid.Sus/2021/PN.Plp, which imposed a three-month 

imprisonment sentence on a journalist. Based on these issues, questions arise, 

among which: First, what legal considerations were employed by the judge in 

imposing a criminal sentence on a journalist in Decision Number 

46/Pid.Sus/2021/PN.Plp?; and Second, what is the perspective of the Press Council 

regarding the imposition of a criminal sentence on a journalist as viewed from the 

protection of journalists rights? 

This research is a juridical-empirical legal study that is descriptive-

analytical in nature, employing a case approach. The data presented are derived 

from primary, secondary, and tertiary data sources obtained through interviews 

and library research. Data analysis was conducted using qualitative descriptive 

techniques, encompassing data collected directly in the field from respondents and 

informants. The analysis was carried out with reference to the theory of legal 

interpretation, the Libertarian Press Theory, and Gustav Radbruch's theory 

encompassing the three fundamental values of law, namely justice, utility, and legal 

certainty. 

The findings indicate that the judge imposed a sentence because he found 

that the defendant had committed a serious violation of the journalistic code of 

ethics, thereby forfeiting his professional immunity, and had met the elements of the 

defamation offense under the ITE Law. Meanwhile, the Press Council held the view 

that the case should have been resolved through press dispute mechanisms (right 

of reply) because the work produced was a legitimate journalistic product, and 

legal responsibility lies with the editor in chief through the waterfall system, not 

with individual journalists. The author believes that prosecuting the journalist 

under the ITE Law in this case cannot be justified legally, even though A was found 

to have committed a clear violation of the journalistic code of ethics. 

 

Keywords: Journalist Criminalization, ITE Law, Press Law. 
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MOTTO 

“I would choose peace, over crowns and fears.” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Setelah tergulingnya masa kepemimpinan Soeharto, lahirlah era Reformasi yang 

menciptakan banyak undang-undang untuk mendukung hak asasi manusia. Pers 

adalah salah satu pihak yang merasakan hal tersebut, terlihat dari munculnya 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (yang selanjutnya akan 

disebutkan sebagai UU Pers), yang secara eksplisit menjamin kemerdekaan 

pers.1 Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang 

melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, 

menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, 

suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk 

lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis 

saluran yang tersedia.2 Pers juga melakukan pengawasan sosial untuk mencegah 

terjadinya arogansi kekuasaan seperti korupsi, kolusi, nepotisme, serta tindakan 

penyimpangan lainnya. Dalam hal ini, pers dan media kerap kali menjadi sasaran 

serangan utama dari para pemimpin politik yang secara sistematis mencoba 

memunculkan kebebasan demokrasi agar bisa menguasai kendali lebih kuat. 

Wartawan merupakan profesi yang bertugas menjalankan tugas kewartawanan, 

menyajikan informasi,  dan menjadi wadah bagi masyarakat untuk berekspresi. 

Wartawan memiliki peran krusial sebagai pemegang julukan pilar keempat 

 
1 Darajat Wibawa, “Meraih Profesionalisme Wartawan”, MIMBAR, Vol. 28, No. 1 (Juni, 

2012), hlm. 113.  
2 Pasal 1 ayat 1.  
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demokrasi yang berfungsi sebagai kontrol sosial dan ikut berperan dalam upaya 

menegakkan supremasi hukum.3 Akan tetapi, kebebasan pers yang dijamin oleh 

UU Pers kerap kali berbenturan dengan ketentuan pidana dalam UU Nomor 19 

Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi dan Ekonomi yang telah mengubah tantanan 

sosial dan politik Indonesia secara fundamental.  

Dengan adanya internet, media sosial, dan beberapa platform digital lainnya 

yang membuat pertukaran informasi bisa dilakukan lebih cepat dan mencakup 

lebih banyak orang dibandingkan sebelumnya. Awalnya UU ITE dirancang 

untuk mengatasi kejahatan siber seperti penipuan daring, peretasan, dan 

penyebaran konten ilegal.4 Namun, dalam praktiknya, beberapa pasal dalam 

Undang-Undang ini terutama Pasal 27 ayat (3) tentang Pencemaran Nama Baik 

dan Pasal 28 ayat (2) tentang Penyebaran Berita Bohong atau hoaks kerap kali 

menjadi alat untuk mengkriminalisasi wartawan. Hal ini menjadikan tantangan 

baru yang mengancam kebebasan pers dan perlindungan hak-hak wartawan.  

Situasi ini menunjukkan adanya tumpang tindih dan ketidakjelasan hukum 

antara UU Pers dan UU ITE. Di satu sisi, UU Pers memberikan perlindungan 

kuat kepada wartawan dan menyatakan bahwa sengketa pers harus diselesaikan 

 
3 Siti Aisyah, dkk, “Peran Hukum dalam menjamin Kebebasan Pers: Tinjauan terhadap UU 

ITE dan Ancaman bagi Demokrasi di Indonesia”, Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, Volume 

10 Nomor 2, (Juni 2025), Hal 368. 
4 Budiyanto, Pengantar Cybercrime dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia (Banten: 

Sada Kurnia Pustaka, 2025). Hal 9. 
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melalui mekanisme Dewan Pers (hak jawab dan hak koreksi).5 Di sisi lain, UU 

ITE membuka jalan bagi siapa pun untuk melaporkan wartawan ke polisi, 

bahkan tanpa melalui verifikasi oleh Dewan Pers. Konflik normatif ini merusak 

ekosistem kebebasan pers dan mengancam hak fundamental wartawan yang 

dijamin oleh konstitusi. Hal ini tercermin dalam salah satu kasus dalam Putusan 

Pengadilan Negeri Palopo dengan nomor putusan 46/Pid.Sus/2021/PN.Plp, yang 

mana ada salah satu wartawan yang divonis hukuman tiga bulan penjara oleh 

hakim yang dinilai lebih memerhatikan UU ITE daripada mempertimbangkan 

UU Pers sebagai lex specialis derogate lex generalis.6 

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat relevan dan mendesak. 

Penting untuk menganalisis secara mendalam implikasi pasal pidana dalam   UU 

ITE terhadap perlindungan hak wartawan. Dengan mengkaji kasus kriminalisasi 

yang telah terjadi, menganalisis dasar hukum yang digunakan, dan 

mendengarkan perspektif dari dewan pers dan hakim,  kita dapat memahami 

seberapa jauh UU ITE telah mengikis kebebasan pers di Indonesia. Penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis untuk harmonisasi 

hukum yang lebih baik, memastikan bahwa kebebasan pers tetap terlindungi di 

era digital, dan menjamin bahwa wartawan dapat menjalankan profesi mulia 

mereka tanpa rasa takut. 

 
5 Mohammad Ahsan Habibie, Tomy Michael, "Ketimpangan Pena Jurnalis atas 

Kriminalisasi Kemerdekaan dan Kebebasan Pers", Journal Evidence of Law, Vol 4, No 1, (Januari-

April, 2025). Hal 245. 
6 Ade Wahyudin, UU ITE Mengancam Pers, (Jakarta: LBH Pers, 2021), Hlm. 7. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ditemukan dua rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap 

wartawan dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN.Plp? 

2. Bagaimana perspektif dewan pers dalam penjatuhan pidana terhadap 

wartawan dilihat dari perlindungan hak wartawan? 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Dari penguraian di atas, peneliti memiliki dua poin tujuan dalam penelitiannya  

sebagai berikut: 

a. Memahami dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memvonis 

wartawan atas kesalahannya dalam mempublikasikan berita, terkhusus pada 

Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN.Plp. 

b. Memahami dan menganalisis perspektif dewan pers dalam penjatuhan 

pidana terhadap wartawan dengan perlindungan hak wartawan sebagai 

acuan. 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu kegunaan 

teoritis dan kegunaan praktis. Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan 

sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoritis 
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1) Memberikan kontribusi pada pengembangan teori hukum, khususnya 

terkait dengan hukum pers dan hukum pidana di era digital. 

2) Menjadi referensi akademis bagi studi hukum di masa depan yang 

berfokus pada konflik normatif antara UU Pers dan UU ITE, serta 

perlindungan hak-hak wartawan. 

b. Kegunaan Praktis  

1) Menjadi masukan bagi pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 

untuk harmonisasi hukum yang lebih baik. Hal ini bertujuan untuk 

memastikan kebebasan pers tetap terlindungi, serta menjamin wartawan 

dapat bekerja tanpa rasa takut akan kriminalisasi. 

2) Menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dan penegak hukum dalam 

menangani kasus-kasus yang melibatkan pers, dengan memperhatikan 

UU Pers sebagai pedoman utama untuk sengketa pers. 

D. Telaah Pustaka 

Penelitian terdahulu sudah banyak yang meneliti permasalahan goresan 

peraturan undang-undang Indonesia dengan hak perlindungan wartawan yang 

kemudian dikaitkan dengan hak asasi manusia. Maka dari itu, peneliti akan 

memaparkan depalan penelitian yang memiliki keserasian terhadap tema yang 

diteliti.  

Pertama, skripsi dari Jinto Lumban Gaol (2022) dari Fakultas Hukum 

Universitas Lancang Kuning yang berjudul, “Perlindungan Hukum Tindak 

Pidana terhadap Wartawan atas Pemberitaan Pencemaran Nama Baik menurut 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers”. Penelitian hukum 
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sosiologis dengan pendekatan yuridis-empiris, skripsi tersebut mengemukakan 

bahwa pembuktian tindak pidana wartawan atas pemberitaan pencemaran nama 

baik haruslah menggunakan mekanisme yang telah disepakati oleh Ketua Dewan 

Pers dan Kapolri tahun 2017 secara berjenjang mulai dari mengupayakan hak 

jawab dan hak koreksi.7 Perbedaan penelitian skripsi ini terletak pada fokusnya, 

yaitu penelitian yang diteliti oleh penulis berfokus pada implikasi UU ITE dan 

menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam kasus yang telah divonis 

(judicial review). Penelitian ini juga memahami perspektif Dewan Pers dan 

hakim. Sementara penelitian Jinto Lumban Gaol berfokus pada mekanisme 

pembuktian dan efektivitas UU Pers (hak jawab dan hak koreksi) sebagai upaya 

pencegahan tindak pidana di tahap awal. 

Kedua, skripsi Jesinta Markus (2024) dari Fakultas Hukum Universitas 

Borneo Tarakan yang berjudul, “Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis yang 

Dipersangkakan Melakukan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui 

Media Elektronik”. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, 

skripsi tersebut mengemukakan bahwa bentuk perlindungan hukum wartawan 

dibagi menjadi dua, yaitu preventif, bersifat mencegah wartawan melakukan 

sebuah pelanggaran dengan dibentuknya pedoman pemberitaan sesuai dengan 

standar wartawan (UU Pers, KUHP, dan kebebasan pers yang diakui sebagai 

bagian dari hak asasi manusia).8 Perbedaan penelitian skripsi ini terletak pada 

 
7 Jinto Lumban Gaol, “Perlindungan Hukum Tindak Pidana terhadap Wartawan atas 

Pemberitaan Pencemaran Nama Baik menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang 

Pers,” Skripsi Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru (2022). 
8 Jesinta Markus, “Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis yang Dipersangkakan 

Melakukan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik”. Skripsi Universitas 

Borneo Tarakan, Kalimantan Utara (2024). 



7 
 

 

fokusnya, yaitu penelitian yang diteliti oleh penulis berfokus pada implikasi UU 

ITE dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam kasus yang telah 

divonis (judicial review). Penelitian ini juga memahami perspektif Dewan Pers 

dan hakim. Sementara Penelitian Jesinta Markus berfokus pada analisis normatif 

mengenai bentuk perlindungan dan mekanisme penyelesaian sengketa pers 

secara umum. 

Ketiga, skripsi Alber (2024) dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Sulawei Barat yang berjudul, “Perlindungan Hukum terhadap 

Jurnalis dalam Menuliskan Berita kepada Masyarakat sebagai Kebebasan Pers 

dan Kontrol Sosial Ditinjau dari Undang-Undang Pers dan ITE. (Studi Kasus 

Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor:123/Pid.Sus/2020/PN Ktb).” 

Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, skripsi tersebut 

mengemukakan bahwa perlindungan hukum bagi wartawan sudah secara tegas 

diatur dalam Pasal 8 UU Pers. Namun, dalam praktiknya, perlindungan hukum 

ini masih tidak berjalan semestinya. Maka dari itu, perlu ditegakkan kembali 

mekanisme penyelesaian masalah pers dengan menyesuaikan UU Pers dan UU 

ITE.9 Perbedaan penelitian skripsi ini terletak pada objek studi kasus yang 

dianalisis, dimana penelitian Alber berfokus pada Putusan PN Kotabaru Nomor 

123/Pid.Sus/2020/PN Ktb, sedangkan peneliti akan berfokus pada Putusan PN 

Palopo Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN.Plp. Selain itu, penelitian Alber 

 
9 Alber, “Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dalam Menuliskan Berita kepada 

Masyarakat sebagai Kebebasan Pers dan Kontrol Sosial Ditinjau dari Undang-Undang Pers dan ITE. 

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor:123/Pid.Sus/2020/PN Ktb).” Skripsi 

Universitas Sulawesi Barat, Sulawesi Barat (2024). 
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menggunakan metode yuridis-normatif, sementara penelitian ini menggunakan 

metode yuridis-empiris yang juga bertujuan untuk memahami perspektif Dewan 

Pers. 

Keempat, artikel Fathika Ratna Wulandari, dkk dalam Jurnal Hukum 

Progresif yang berjudul, “Implikasi UU ITE terhadap Kebebasan Pers di 

Indonesia”. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, jurnal tersebut 

mengemukakan bahwa pasal-pasal tertentu dalam UU ITE seringkali 

disalahgunakan untuk menekan wartawan. Akibatnya, terdapat chilling effect 

yang memengaruhi semangat media dalam memberitakan isu-isu krusial.10 

Perbedaan penelitian skripsi ini terletak pada fokusnya, yaitu penelitian yang 

diteliti oleh penulis berfokus secara spesifik pada satu studi kasus (Putusan 

Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN.Plp) dengan metode yuridis-empiris untuk 

menganalisis pertimbangan hakim (ratio decidendi) dan perspektif Dewan Pers. 

Sedangkan penelitian Fathika Ratna Wulandari, dkk. mengkaji implikasi UU 

ITE secara umum dengan metode deskriptif kualitatif berbasis studi literatur.  

Kelima, artikel Fina Khoirunnisa, dkk dalam Prosiding Seminar Nasional 

Ilmu Pendidikan yang berjudul, “Implikasi UU ITE terhadap Kebebasan Pers 

menurut Perspektif Teori Lawrence M. Friedman”. Penelitian ini metode 

penelitian yuridis-normatif, artikel ini mengemukakan bahwa UU ITE 

menyebabkan kekosongan hukum dan dan ketidakjelasan substansi hukum 

 
10 Fathika Ratna Wulandari, dkk, “Implikasi UU ITE terhadap Kebebasan Pers di 

Indonesia”. Jurnal Hukum Progresif, Vol 8, No 1, Tahun 2025. Hal 146-151. 
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sehingga memicu penyalahgunaan pasal karet.11 Perbedaan penelitian skripsi ini 

terletak pada terletak pada kerangka teori dan metodologi, dimana penelitian 

Fina Khoirunnisa menggunakan Teori Lawrence M. Friedman dengan 

pendekatan yuridis-normatif, sementara penelitian ini menggunakan Teori 

Penafsiran Hukum dan Teori Pers Bebas dengan pendekatan yuridis-empiris. 

Selain itu, penelitian dari penulis menjadikan kasus A sebagai fokus utama untuk 

menganalisis pertimbangan hakim (ratio decidendi) dan perspektif Dewan Pers, 

sedangkan penelitian Fina Khoirunnisa menggunakan kasus tersebut sebagai 

salah satu contoh untuk menganalisis kelemahan sistemik (struktur, substansi, 

budaya) dari UU ITE secara lebih luas. 

Keenam, artikel dari Bernadeta Lyra dan Soehartono dalam Jurnal Verstek 

yang berjudul, “Analisis Pertimbangan Hakim terkait Tindak Pidana 

Pencemaran Nama Baik terhadap Seorang Jurnalis”. Dengan metode penelitian 

yuridis-normatif, jurnal ini mengemukakan bahwa pemutusan perkara kasus pers 

menggunakan UU ITE merupakan sebuah penyimpangan terhadap prinsip-

prinsip kemerdekaan pers.12 Perbedaan penelitian skripsi ini terletak pada objek 

putusan dan metodologi, yang mana penelitian Bernadeta Lyra menganalisis 

putusan kasasi Mahkamah Agung dengan metode yuridis-normatif, sementara 

penelitian dari penulis akan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Palopo 

 
11 Fina Khoirunnisa, dkk, “Implikasi UU ITE terhadap Kebebasan Pers menurut Perspektif 

Teori Lawrence M. Friedman”. Prosiding Seminar Nasional Ilmu Pendidikan, Volume. 12, No 1, 

(Tahun 2025). Hal. 87-102. 
12 Bernadeta Lyra, Soehartono, “Analisis Pertimbangan Hakim terkait Tindak Pidana 

Pencemaran Nama Baik terhadap Seorang Jurnalis”. Verstek, Volume 12, Issue 13, 2024. 
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dengan metode yuridis-empiris untuk memahami implikasi pidana serta 

perspektif Dewan Pers. 

Ketujuh, artikel dari Dhea Hafifa Nanda dan Faishal Amirudin Hariyanta 

dalam  Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi yang berjudul, “Problematika 

Operasional Delik Pasal 27 ayat 3 UU ITE dan Formulasi Hukum Perlindungan 

Freedom of Speech dalam HAM”. Dengan menggunakan metode penelitian 

yuridis-normatif, jurnal ini mengemukakan bahwa Indonesia harus bisa 

melindungi hak berpendapat seseorang dan hak-hak lain dari ancaman yang 

merugikannya. Walaupun freedom of speech diakui sebagai hak asasi manusia 

tapi tetap diperlakukan pembatasan yang mengedepankan moral sesuai cermin 

dari Pancasila agar tidak merugikan orang lain.13 Perbedaan penelitian skripsi ini 

terletak pada metode dan fokus, yang mana penelitian Dhea Hafifa Nanda 

menggunakan metode yuridis-normatif untuk menganalisis problematika 

operasionalisasi pasal tersebut secara umum dan mencari formulasi hukum baru. 

Sementara itu, penelitian dari penulis menggunakan metode yuridis-empiris 

yang berfokus secara spesifik pada implikasi terhadap wartawan melalui studi 

kasus Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN.Plp serta bertujuan untuk memahami 

pertimbangan hakim dan perspektif Dewan Pers. 

Kedelapan, artikel dari Abdurrakhman Alhakim dalam Jurnal Pembangunan 

Hukum Indonesia yang berjudul, “Urgensi Perlindungan Hukum terhadap 

Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi UU informasi dan Transaksi Elektronik di 

 
13 Dhea Hafifa Nanda, Faishal Amirudin Hariyanta, “Problematika Operasional Delik Pasal 

27 ayat 3 UU ITE dan Formulasi Hukum Perlindungan Freedom of Speech dalam HAM”, Jurnal 

Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Volume 9, Nomor 2, (Tahun 2021). Hal 214-229. 
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Indonesia”. Dengan metode penelitian yuridis-normatif, jurnal ini 

mengemukakan bahwa kriminalisasi wartawan yang dilakukan oleh aparat itu 

bisa terjadi diakibatkan oleh salah tafsir akan berdampak pada pengucilan suara 

pers. Demikian, pemerintah harus bisa menempatkan masalah kriminalisasi 

wartawan tersebut sebagai prioritas untuk mewujudkan kebenaran demokrasi.14 

Perbedaan penelitian skripsi ini terletak pada metodologi dan fokus, dimana 

penelitian Abdurrakhman Alhakim menggunakan metode yuridis-normatif 

untuk mengkaji urgensi perlindungan hukum secara umum, sementara penelitian 

dari penulis menggunakan metode yuridis-empiris yang berfokus secara spesifik 

pada satu studi kasus (Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN.Plp) untuk 

menganalisis pertimbangan hakim dan perspektif Dewan Pers. 

E. Kerangka Teoritik 

Penelitian menempatkan dua teori dari fokus utama dari penelitian yang akan 

dikaji, yakni teori penafsiran hukum dan teori pers bebas (Libertarian Press) 

yang termasuk dalam bagian hak asasi manusia. Pilihan kerangka teori ini 

didasarkan pada pemahaman bahwa persoalan kriminalisasi wartawan bukan 

sekadar masalah teknis hukum pidana, melainkan menyangkut persoalan 

fundamental tentang perlindungan hak konstitusional warga negara serta 

bagaimana pandangan dewan pers dan hakim dalam mempertimbangkan kasus 

terkait. 

1. Teori Penafsiran Hukum 

 
14 Abdurrakhman Alhakim, “Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dari Risiko 

Kriminalisasi UU informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia”, Jurnal Pembangunan Hukum 

Indonesia, Volume 4, Nomor 1, (Tahun 2022). Hal 89-106. 
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Menurut Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, interpretasi atau penafsiran hukum 

adalah salah satu cara utama yang digunakan hakim untuk menemukan hukum 

dengan memberikan penjelasan yang jelas terhadap teks undang-undang, 

sehingga ruang lingkup kaidah hukum dapat ditetapkan untuk kasus tertentu. 

Secara umum, ada enam metode penafsiran yang mereka jelaskan, yaitu:15 

a) Interpretasi Gramatikal (Bahasa): Metode ini adalah yang paling sederhana 

dan sering disebut objektif karena fokus pada makna literal, susunan kata, 

dan bunyi bahasa dalam teks hukum. Mertokusumo dan Pitlo menyebutkan 

tiga pedoman kontekstual yang terkait dengan metode ini: 

1) Noscitur a socis, yang mengartikan bahwa suatu kata dinilai dari ikatan 

dalam himpunannya. 

2) Ejusdem generis, yang mengartikan kata-kata ditafsirkan dalam lingkungan 

yang sama. 

3) Expressum facit cassare tacitum, yang mengartikan pernyataan tegas dalam 

undang-undang mengakhiri pencarian maksud lain. 

b) Interpretasi Teleologis atau Sosiologis: Penafsiran ini bertujuan 

menyesuaikan peraturan hukum yang mungkin sudah usang (tetapi masih 

berlaku) dengan tujuan dan kepentingan sosial masa kini. Aturan hukum 

lama diaktualisasikan agar relevan dengan kondisi sosial yang baru, terlepas 

dari apakah kondisi tersebut sudah dikenal saat undang-undang 

diundangkan. 

 
15 Tim Hukumonline, "6 Metode Penafsiran Hukum Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo", 

https://www.hukumonline.com/berita/a/metode-penafsiran-hukum-mertokusumo-pitlo 

lt6331ab71b721c/?page=all&_gl=1*hhb59s*_up*MQ diakses 21 Oktober 2025.  

https://www.hukumonline.com/berita/a/metode-penafsiran-hukum-mertokusumo-pitlo%20lt6331ab71b721c/?page=all&_gl=1*hhb59s*_up*MQ
https://www.hukumonline.com/berita/a/metode-penafsiran-hukum-mertokusumo-pitlo%20lt6331ab71b721c/?page=all&_gl=1*hhb59s*_up*MQ
https://www.hukumonline.com/berita/a/metode-penafsiran-hukum-mertokusumo-pitlo%20lt6331ab71b721c/?page=all&_gl=1*hhb59s*_up*MQ
https://www.hukumonline.com/berita/a/metode-penafsiran-hukum-mertokusumo-pitlo%20lt6331ab71b721c/?page=all&_gl=1*hhb59s*_up*MQ
https://www.hukumonline.com/berita/a/metode-penafsiran-hukum-mertokusumo-pitlo%20lt6331ab71b721c/?page=all&_gl=1*hhb59s*_up*MQ
https://www.hukumonline.com/berita/a/metode-penafsiran-hukum-mertokusumo-pitlo%20lt6331ab71b721c/?page=all&_gl=1*hhb59s*_up*MQ
https://www.hukumonline.com/berita/a/metode-penafsiran-hukum-mertokusumo-pitlo%20lt6331ab71b721c/?page=all&_gl=1*hhb59s*_up*MQ
https://www.hukumonline.com/berita/a/metode-penafsiran-hukum-mertokusumo-pitlo%20lt6331ab71b721c/?page=all&_gl=1*hhb59s*_up*MQ
https://www.hukumonline.com/berita/a/metode-penafsiran-hukum-mertokusumo-pitlo%20lt6331ab71b721c/?page=all&_gl=1*hhb59s*_up*MQ
https://www.hukumonline.com/berita/a/metode-penafsiran-hukum-mertokusumo-pitlo%20lt6331ab71b721c/?page=all&_gl=1*hhb59s*_up*MQ
https://www.hukumonline.com/berita/a/metode-penafsiran-hukum-mertokusumo-pitlo%20lt6331ab71b721c/?page=all&_gl=1*hhb59s*_up*MQ
https://www.hukumonline.com/berita/a/metode-penafsiran-hukum-mertokusumo-pitlo%20lt6331ab71b721c/?page=all&_gl=1*hhb59s*_up*MQ
https://www.hukumonline.com/berita/a/metode-penafsiran-hukum-mertokusumo-pitlo%20lt6331ab71b721c/?page=all&_gl=1*hhb59s*_up*MQ
https://www.hukumonline.com/berita/a/metode-penafsiran-hukum-mertokusumo-pitlo%20lt6331ab71b721c/?page=all&_gl=1*hhb59s*_up*MQ
https://www.hukumonline.com/berita/a/metode-penafsiran-hukum-mertokusumo-pitlo%20lt6331ab71b721c/?page=all&_gl=1*hhb59s*_up*MQ
https://www.hukumonline.com/berita/a/metode-penafsiran-hukum-mertokusumo-pitlo%20lt6331ab71b721c/?page=all&_gl=1*hhb59s*_up*MQ
https://www.hukumonline.com/berita/a/metode-penafsiran-hukum-mertokusumo-pitlo%20lt6331ab71b721c/?page=all&_gl=1*hhb59s*_up*MQ
https://www.hukumonline.com/berita/a/metode-penafsiran-hukum-mertokusumo-pitlo%20lt6331ab71b721c/?page=all&_gl=1*hhb59s*_up*MQ
https://www.hukumonline.com/berita/a/metode-penafsiran-hukum-mertokusumo-pitlo%20lt6331ab71b721c/?page=all&_gl=1*hhb59s*_up*MQ
https://www.hukumonline.com/berita/a/metode-penafsiran-hukum-mertokusumo-pitlo%20lt6331ab71b721c/?page=all&_gl=1*hhb59s*_up*MQ
https://www.hukumonline.com/berita/a/metode-penafsiran-hukum-mertokusumo-pitlo%20lt6331ab71b721c/?page=all&_gl=1*hhb59s*_up*MQ
https://www.hukumonline.com/berita/a/metode-penafsiran-hukum-mertokusumo-pitlo%20lt6331ab71b721c/?page=all&_gl=1*hhb59s*_up*MQ
https://www.hukumonline.com/berita/a/metode-penafsiran-hukum-mertokusumo-pitlo%20lt6331ab71b721c/?page=all&_gl=1*hhb59s*_up*MQ
https://www.hukumonline.com/berita/a/metode-penafsiran-hukum-mertokusumo-pitlo%20lt6331ab71b721c/?page=all&_gl=1*hhb59s*_up*MQ
https://www.hukumonline.com/berita/a/metode-penafsiran-hukum-mertokusumo-pitlo%20lt6331ab71b721c/?page=all&_gl=1*hhb59s*_up*MQ
https://www.hukumonline.com/berita/a/metode-penafsiran-hukum-mertokusumo-pitlo%20lt6331ab71b721c/?page=all&_gl=1*hhb59s*_up*MQ
https://www.hukumonline.com/berita/a/metode-penafsiran-hukum-mertokusumo-pitlo%20lt6331ab71b721c/?page=all&_gl=1*hhb59s*_up*MQ
https://www.hukumonline.com/berita/a/metode-penafsiran-hukum-mertokusumo-pitlo%20lt6331ab71b721c/?page=all&_gl=1*hhb59s*_up*MQ
https://www.hukumonline.com/berita/a/metode-penafsiran-hukum-mertokusumo-pitlo%20lt6331ab71b721c/?page=all&_gl=1*hhb59s*_up*MQ
https://www.hukumonline.com/berita/a/metode-penafsiran-hukum-mertokusumo-pitlo%20lt6331ab71b721c/?page=all&_gl=1*hhb59s*_up*MQ
https://www.hukumonline.com/berita/a/metode-penafsiran-hukum-mertokusumo-pitlo%20lt6331ab71b721c/?page=all&_gl=1*hhb59s*_up*MQ
https://www.hukumonline.com/berita/a/metode-penafsiran-hukum-mertokusumo-pitlo%20lt6331ab71b721c/?page=all&_gl=1*hhb59s*_up*MQ
https://www.hukumonline.com/berita/a/metode-penafsiran-hukum-mertokusumo-pitlo%20lt6331ab71b721c/?page=all&_gl=1*hhb59s*_up*MQ
https://www.hukumonline.com/berita/a/metode-penafsiran-hukum-mertokusumo-pitlo%20lt6331ab71b721c/?page=all&_gl=1*hhb59s*_up*MQ
https://www.hukumonline.com/berita/a/metode-penafsiran-hukum-mertokusumo-pitlo%20lt6331ab71b721c/?page=all&_gl=1*hhb59s*_up*MQ
https://www.hukumonline.com/berita/a/metode-penafsiran-hukum-mertokusumo-pitlo%20lt6331ab71b721c/?page=all&_gl=1*hhb59s*_up*MQ
https://www.hukumonline.com/berita/a/metode-penafsiran-hukum-mertokusumo-pitlo%20lt6331ab71b721c/?page=all&_gl=1*hhb59s*_up*MQ
https://www.hukumonline.com/berita/a/metode-penafsiran-hukum-mertokusumo-pitlo%20lt6331ab71b721c/?page=all&_gl=1*hhb59s*_up*MQ
https://www.hukumonline.com/berita/a/metode-penafsiran-hukum-mertokusumo-pitlo%20lt6331ab71b721c/?page=all&_gl=1*hhb59s*_up*MQ
https://www.hukumonline.com/berita/a/metode-penafsiran-hukum-mertokusumo-pitlo%20lt6331ab71b721c/?page=all&_gl=1*hhb59s*_up*MQ
https://www.hukumonline.com/berita/a/metode-penafsiran-hukum-mertokusumo-pitlo%20lt6331ab71b721c/?page=all&_gl=1*hhb59s*_up*MQ
https://www.hukumonline.com/berita/a/metode-penafsiran-hukum-mertokusumo-pitlo%20lt6331ab71b721c/?page=all&_gl=1*hhb59s*_up*MQ
https://www.hukumonline.com/berita/a/metode-penafsiran-hukum-mertokusumo-pitlo%20lt6331ab71b721c/?page=all&_gl=1*hhb59s*_up*MQ
https://www.hukumonline.com/berita/a/metode-penafsiran-hukum-mertokusumo-pitlo%20lt6331ab71b721c/?page=all&_gl=1*hhb59s*_up*MQ
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c) Interpretasi Sistematis atau Logis: Metode ini dilakukan dengan melihat 

undang-undang sebagai bagian terpadu dari keseluruhan sistem perundang-

undangan. Penafsiran dilakukan dengan menghubungkan satu peraturan 

dengan peraturan hukum lainnya karena tidak ada undang-undang yang 

berdiri sendiri. 

d) Interpretasi Historis: Penafsiran ini dilakukan dengan meninjau sejarah 

pembentukan peraturan perundang-undangan. Metode ini dibedakan 

menjadi dua: penafsiran menurut sejarah undang-undang (yang bersifat 

subjektif karena merujuk pada pandangan pembuat undang-undang) dan 

penafsiran menurut sejarah hukum. 

e) Interpretasi Komparatif (Perbandingan): Hakim menggunakan metode ini 

untuk membandingkan berbagai ketentuan atau peraturan hukum guna 

memperjelas makna suatu aturan. Perbandingan ini dapat mencakup asas-

asas hukum (rechtsbeginselen), aturan hukumnya (rechtsregel), bahkan 

sejarah pembentukan hukumnya. 

f) Interpretasi Futuristik: Metode penafsiran ini bersifat antisipatif karena 

menggunakan makna dari ketentuan undang-undang yang belum berlaku 

atau masih berupa hukum yang dicita-citakan (ius constituendum), 

mengesampingkan hukum yang berlaku saat ini (ius constitutum). 

2. Teori Pers Bebas (Libertarian Theory) 

Teori yang dicetuskan oleh John Millton ini berkembang pada abad ke – 18 di 

Inggris. Teori pers bebas atau yang bisa dibilang pers liberal ini berkembang 

sebagai sebagai akibat dari era pencerahan dan konsep universal mengenai 
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rasionalitas serta hak-hak alamiah, serta berupaya menantang pandangan yang 

bersifat otoriter.16 Mill dalam gagasannya mengemukakan bahwa pers dikontrol 

oleh “self righting process” (proses menemukan sendiri kebenaran) dan tentang 

“free market of ideas” (kebebasan menjual gagasan) menjadi sentral dalam teori 

pers bebas ini.17 Sebagai implikasinya, pers tidak bergantung pada pemerintah, 

bebas bicara, serta pers hanya dapat dikendalikan oleh wartawan dan media.18 

Dalam hubungannya mengenai kebebasan pers, teori libertarian berpendapat 

bahwa pers harus memiliki kebebasan seluas-luasnya untuk memfasilitasi dalam 

mencari kebenaran. Untuk mengejar kebenaran, masyarakat membutuhkan 

kebebasan untuk memperoleh informasi dan gagasan yang dapat diterima secara 

efektif melalui pers.19 

Kebebasan berpendapat telah diakui dunia dalam Universal Declaration of 

Human Rights yang dideklarasikan pada tanggal 10 Desember 1948, dan 

diterima dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kebebasan 

berpendapat ini tertuang pada Pasal 19 Deklarasi Universal HAM yang 

menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan 

berekspresi, yang mencakup kebebasan untuk memiliki opini tanpa gangguan, 

serta mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan gagasan melalui 

 
16 Topan Bilardo, “Pers Libertarian”, Jurnal Network Media, Vol 2, No 1, (2009). Hal 33. 
17 Ibid. Hal. 35. 
18 Global Assistant Education Consultant, “Four Theoris of Press: Authoritarian Theory, 

Libertarian Theory, Social Responsibility Theory, Communist Soviet Theory”, 

https://globalassistant.info/four-theories-of-the-press-authoritarian-libertarian-social-responsibility/ 

diakses 6 Oktober 2025. 
19 Rachmadi. Perbandingan Sistem Pers. (Jakarta: Gramedia, 1990). Hal 34-35. 

https://globalassistant.info/four-theories-of-the-press-authoritarian-libertarian-social-responsibility/
https://globalassistant.info/four-theories-of-the-press-authoritarian-libertarian-social-responsibility/
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media apa pun tanpa memandang batas wilayah.”20 Di Indonesia sendiri, UU 

Pers menjadi pondasi kebebasan pers untuk para wartawan. Dalam Ruang 

demokrasi pada masa Reformasi terjadi Amandemen Undang-undang Dasar 

1945 hingga empat kali dan pada Amandemen kedua Undang-undang Dasar 

1945 tanggal 18 Agustus 2000 yang membawa perubahan mendasar terhadap 

pengakuan Hak Asasi Manusia dan upaya penegakannya dalam kehidupan 

sehari-hari. Perubahan kedua pada Undang-undang Dasar 1945 itu masalah Hak 

Asasi Manusia ditempatkan dalam Bab Khusus yakni Bab XA, Pasal 28 

Undang-undang Dasar 1945 mengalami perubahan menjadi Pasal 28A,28B, 

28C, 28D, 28F, 28E, 28F, 28G, 28H, 28I, 28J.21 

3. Teori Gustav Radbrunch  

Gustav Radbruch, seorang pakar hukum asal Jerman (1878-1949) yang 

memiliki pengaruh besar dalam bidang filsafat hukum pada abad kedua puluh, 

merumuskan hukum sebagai seperangkat doktrin yang kompleks untuk menata 

eksistensi komunal umat manusia. Sumbangan intelektualnya yang penting, 

yang tercermin dalam publikasi seperti Grundzüge der Rechtsphilosophie 

(1914), Rechtsphilosophie (1932), dan Statutory Law and Statutory 

Lawlessness (1946), menekankan pada tiga pilar esensial hukum: keadilan, 

kemanfaatan, dan kepastian hukum (rechssicherheit).22 

a) Keadilan 

 
20 United Nations, “Universal Declaration of Human Rights” 

https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights diakses 6 Oktober 2025. 
21 Sri Ayu Astuti, "Freedom of the Press In the Scope of Human Rights Kebebasan Pers 

dalam Lingkup Hak Asasi Manusia", Rechtsidee, Vol. 1, No.1, 2014. Hal 115. 
22 Afif Mahfud, Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum. (Semarang: Yoga Pratama, 2024), Hal 

36. 

https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights%20diakses%206%20Oktober%202025
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Menurut Gustav Radbruch, sebagaimana ditegaskan dalam karyanya 

Statutory Law and Statutory Lawlessness, keadilan menempati posisi 

tertinggi di antara tiga nilai dasar hukum (keadilan, kemanfaatan, dan 

kepastian hukum).23 Kedudukan keadilan sebagai nilai fundamental ini 

sejalan dengan dokumen hukum di beberapa negara, seperti pembukaan 

Konstitusi Jerman, yang menetapkan keadilan, kesetaraan, dan 

kesejahteraan sebagai nilai-nilai tertinggi (supreme values). 

Radbruch berpendapat bahwa suatu aturan atau hukum yang tidak 

didasarkan pada nilai-nilai moralitas yang sesuai dengan keadilan dapat 

dianggap cacat (flawed law) dan bahkan kehilangan esensinya sebagai 

hukum (das Recht). Ia menyatakan bahwa Keadilan sebagai "ide hukum (the 

idea of law)" harus menjadi landasan. Tanpa keadilan, suatu peraturan 

perundang-undangan akan menghasilkan ketidakadilan dalam 

penegakannya, sehingga merusak fungsinya. Oleh karena itu, bagi 

Radbruch, moralitas, khususnya keadilan, bertindak sebagai kriteria dasar 

untuk menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan dapat benar-

benar disebut hukum. Pandangan ini secara tegas menolak teori pemisahan 

(separation thesis) antara hukum dan moral.24 

Dalam konteks pasca-Perang Dunia Kedua, Radbruch 

mencontohkan peraturan era Nazi (gesetz) yang tidak adil. Ia menegaskan 

 
23 Gustav Radbruch, "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law," terj. Bonnie 

Litschewski Paulson dan Stanley L. Paulson, Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 26, no. 1 (2006): 

hlm. 7.  

24 Ibid. 
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bahwa hukum semacam itu adalah flawed law dan dapat ditolak 

penerapannya oleh penegak hukum. Inti dari keadilan Radbruch tidak hanya 

mencakup kesetaraan tetapi juga pemenuhan dan perlindungan hak asasi 

manusia. 

b) Kemanfaatan 

Dalam esai "Five Minutes in Legal Philosophy," Gustav Radbruch 

berpendapat bahwa "Recht ist, was dem Volke nutzt" yang berarti hukum 

adalah apa yang bermanfaat bagi masyarakat atau kepentingan masyarakat. 

Inti dari pandangan ini adalah bahwa kemanfaatan hukum terwujud ketika 

kepentingan masyarakat terpenuhi. Kepentingan ini diklasifikasikan 

menjadi tiga jenis utama:25 

1) Kepentingan Individual yang merupakan kebutuhan atau kepentingan 

yang bersifat pribadi atau perorangan dari setiap anggota masyarakat. 

2) Kepentingan Publik (Kolektif) adalah agregat atau kumpulan dari 

kepentingan-kepentingan individual. Tercapainya kepentingan publik 

diukur dari terpenuhinya hak-hak setiap individu dalam masyarakat dan 

adanya kesetaraan akses bagi semua. 

3) Kepentingan Work Value yang melibatkan pengakuan dan perlindungan 

terhadap hasil karya yang dihasilkan masyarakat, mencakup baik karya 

fisik/materiil maupun intelektual. 

c) Kepastian Hukum 

 
25 Gustav Radbruch, “Five Minutes of Legal Philosophy (1945)”, terj. Bonnie Litschewski 

Paulson dan Stanley L. Paulson, Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 26, No. 1 (2006), hlm. 13. 
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Gustav Radbruch juga mengidentifikasi kepastian hukum 

(Rechtssicherheit) sebagai salah satu nilai fundamental dalam hukum. 

Kepastian hukum ini erat kaitannya dengan proses perumusan dan 

implementasi hukum positif. Menurut Radbruch, agar tercipta ketertiban 

dan keamanan dalam masyarakat, hukum harus memiliki kualitas seperti 

ketegasan, prediktabilitas, dan stabilitas. Ia berpendapat bahwa keberadaan 

peraturan perundang-undangan (hukum positif) adalah hal yang lebih baik 

daripada ketiadaannya karena peraturan tersebut menjamin tercapainya 

kepastian hukum. Dalam konteks kepastian hukum, penting juga untuk 

mempertimbangkan sifat argumentatif hukum (argumentative nature of 

law), yang didukung oleh dua elemen utama:26 

1) Rasionalitas (Rationality) merupakan ketentuan hukum haruslah 

bersifat rasional atau masuk akal. 

2) Koherensi (Coherence) yaitu harus ada keselarasan dalam sistem 

peraturan perundang-undangan. Koherensi ini terbagi dua: 

a. Koherensi Vertikal adalah keselarasan antar peraturan yang berbeda 

tingkatannya dalam sebuah hirarki. 

b. Koherensi Horizontal adalah keselarasan antar peraturan yang 

memiliki kedudukan setara atau sederajat dalam tata urutan 

perundang-undangan. 

 
26 Afif Mahmud.... Hlm. 44. 
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F. Metode Penelitian 

Penjelasan mengenai metode atau cara yang digunakan peneliti untuk menulis 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis-empiris yang 

diartikan sebagai suatu metode yang mengambil data dari fenomena empiris 

berupa perilaku subjek penelitian. Penelitian ini juga biasa disebut sebagai 

penelitian hukum sosiologis.27 Pengumpulan datanya dilakukan melalui dua 

cara, yaitu perilaku verbal yang didokumentasikan melalui wawancara dan 

perilaku yang teramati secara langsung (perilaku nyata).28 Penelitian ini juga 

menggunakan studi kepustakaan yang mana metode ini digunakan untuk 

mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber tertulis. Prosesnya 

mencakup membaca, mencatat, dan mengolah materi dari dokumen, buku, atau 

artikel ilmiah yang relevan dengan topik yang diteliti. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan 

terlebih dahulu, kemudian diolah dan dianalisis secara mendalam untuk menarik 

kesimpulan yang relevan. Singkatnya, penelitian deskriptif analitis 

menggambarkan situasi apa adanya dan kemudian menganalisis data tersebut 

 
27 Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: 

Edisi Kedua. (Jakarta: Kencana, 2016), Hal. 149. 
28 Kornelius Benuf, Muhammad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen 

Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, Jurnal  Gema Keadilan, Volume 7 Edisi I, Juni 

2020. Hal. 28.  
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untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang masalah yang sedang 

diteliti. 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (Case 

Approach). Pendekatan kasus melibatkan analisis mendalam terhadap kasus-

kasus hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang sedang ditangani. 

Kasus-kasus yang dikaji haruslah putusan pengadilan yang sudah berkekuatan 

hukum tetap atau inkracht.29 Fokus utama dalam pendekatan ini adalah mengkaji 

ratio decidendi yaitu, alasan atau penalaran hukum (reasoning) yang digunakan 

Hakim untuk mencapai putusan tersebut. Pemahaman terhadap ratio decidendi 

ini sangat penting, baik untuk praktik penegakan hukum maupun studi atau 

kajian akademis di bidang hukum. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah survey  

yang mana dimaksudkan sebagai sarana utama dalam pendekatan empiris 

dengan cara observasi dan wawancara yang digunakan untuk menghimpun data 

langsung dari narasumber atau informan.30 Penelitian akan dilaksanakan dengan 

mewawancarai dewan pers yang terletak di Gedung Dewan Pers, Jl. Kebon Sirih 

No.32-34 11, RT.11/RW.2, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110 dan juga mewawancarai salah satu hakim 

 
29 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2005) Hal 

177. 
30 F.C. Susila Adiyanta, “Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey  

sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris”, Adminitrative Law & Governance Journal, Vol. 2, 

No. 4, 2019, Hlm. 697. 
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Pengadilan Negeri Palopo secara online. Data yang terkumpul kemudian akan 

dianalisis secara deskriptif kualitatif. 

5. Analisis Data 

Dalam penelitian ini, data akan dianalisis menggunakan teknik deskriptif 

kualitatif. Metode ini ideal untuk penelitian hukum yang datanya tidak berupa 

angka, melainkan deskripsi dari fenomena sosial atau perilaku manusia. Analisis 

ini bertujuan untuk menjelaskan dan menafsirkan data kualitatif yang telah 

dikumpulkan. Dalam penelitian hukum empiris, data yang digunakan dapat 

berupa data primer atau data sekunder (atau keduanya). Data primer 

dikumpulkan langsung di lapangan dari responden dan narasumber, biasanya 

melalui wawancara. Sementara itu, data sekunder yang dipakai dalam penelitian 

hukum empiris memiliki jenis yang sama dengan data sekunder yang digunakan 

dalam penelitian hukum normatif.31 

G. Sistematika Pembahasan 

Penelitian ini memiliki sistematika pembahasan yang terbagi menjadi 5 (lima) 

bab yang menjelaskan alur dari keseluruhan isi skripsi, yakni sebagai berikut: 

Bab I, pendahuluan. Bab ini berisi deskripsi dari latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, dan kerangka 

teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini 

menggambarkan dasar dari keseluruhan penelitian.  

 
31 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif,  

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 163. 
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Bab II, tinjauan umum. Bab ini berisikan teori-teori yang ditinjau dari 

permasalahan hukum yang diteliti. Dalam bab ini, peneliti akan mendeskripsikan 

secara teoritis mengenai perlindungan hukum, hak asasi manusia, dan wartawan 

yang pada intinya akan saling berhubungan dengan perlindungan hak wartawan. 

Bab III, temuan data. Bab ini berisikan deskripsi tentang Putusan 

Pengadilan Negeri Palopo nomor 46/Pid.Sus/2021/PN.Plp dan hak-hak 

wartawan yang berpacu dari UU Pers. 

Bab IV, pembahasan. Bab ini berisikan penjelasan yang menjawab 

pertanyaan di rumusan masalah. Bab ini akan menjelaskan implikasi pasal-pasal 

pidana dalam UU ITE terhadap perlindungan hak wartawan secara analitis dan 

melihat persprektif Dewan Pers serta menjelaskan pertimbangan hakim mengapa 

sampai memutuskan pidana penjara terhadap A. 

Bab V, kesimpulan dan saran. Bab ini berisikan kesimpulan dari 

keseluruhan isi skripsi dan memberikan saran atas permasalahan yang terjadi 

kepada aparat penegak hukum, wartawan, serta warga negara. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data, penulis memiliki kesimpulan sebagai berikut: 

1. Majelis hakim telah menjatuhkan pidana penjara tiga bulan terhadap 

wartawan A dengan menggunakan UU ITE sebagai dasar pemidanaan, 

khususnya Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik melalui media 

elektronik. Terdapat empat pertimbangan utama yang melatarbelakangi 

pilihan hakim untuk mengesampingkan UU Pers. Pertama, hakim menilai 

bahwa perlindungan hukum UU Pers bersifat kondisional dan hanya 

berlaku bagi wartawan yang menjalankan profesinya secara profesional 

sesuai KEJ, sehingga pelanggaran KEJ yang dilakukan A dianggap 

menggugurkan imunitas profesinya. Kedua, hakim berpandangan bahwa 

mekanisme penyelesaian sengketa pers melalui hak jawab mengalami 

kegagalan akibat sikap pasif terdakwa. Ketiga, hakim menilai adanya 

inkonsistensi pernyataan Dewan Pers sepanjang proses persidangan 

sehingga rekomendasinya tidak mengikat. Keempat, hakim berpendapat 

bahwa kewenangan Dewan Pers telah berakhir setelah perkara masuk ke 

ranah pengadilan. Melalui analisis teori penafsiran hukum Sudikno 

Mertokusumo dan A. Pitlo, pertimbangan hakim dinilai didominasi oleh 

interpretasi gramatikal semata, dengan mengabaikan interpretasi sistematis 

yang seharusnya menempatkan UU Pers sebagai lex specialis dalam setiap 

perkara yang menyangkut kegiatan jurnalistik. Selain itu, bila ditinjau dari 
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teori nilai dasar hukum Gustav Radbruch, putusan ini menimbulkan 

persoalan dari sisi kepastian hukum karena menciptakan ketidakpastian 

bagi wartawan mengenai batas antara karya jurnalistik yang dilindungi dan 

yang dapat dipidana. 

2. Adapun dari perspektif Dewan Pers, penjatuhan pidana terhadap A selaku 

reporter dan redaktur pelaksana dinilai mengandung ketidaktepatan 

konstruksi hukum yang fundamental, karena berdasarkan Pasal 12 UU Pers, 

pertanggungjawaban hukum atas seluruh produk pemberitaan yang 

diterbitkan seharusnya berada di tangan pemimpin redaksi melalui sistem 

tanggung jawab bertingkat (waterfall system), sebagaimana juga telah 

ditegaskan dalam yurisprudensi penting kasus BH melawan TW. Dewan 

Pers juga menegaskan bahwa mekanisme self-righting process sejatinya 

telah berjalan dalam kasus ini, ditandai oleh telah dipublikasikannya hak 

jawab dari Fdi media berita.news, sehingga intervensi negara melalui 

instrumen hukum pidana seharusnya tidak lagi diperlukan. Penerapan 

pemidanaan dalam kondisi demikian dipandang tidak proporsional jika 

diukur dari standar HAM internasional, khususnya Pasal 19 ICCPR yang 

mewajibkan negara untuk mengutamakan mekanisme alternatif non-pidana 

sebelum menggunakan sanksi pidana terhadap wartawan. Dari sudut 

pandang penulis sendiri, perlu diakui secara jujur bahwa A memang 

melakukan pelanggaran nyata terhadap KEJ, antara lain dengan tidak 

melakukan verifikasi yang memadai, hanya bergantung pada satu sumber 

tunggal, dan tidak melakukan konfirmasi langsung kepada pihak yang 
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namanya disebut. Akan tetapi, pelanggaran terhadap kode etik profesi dan 

kesalahan secara pidana adalah dua hal yang berbeda dan tidak secara 

otomatis dapat disetarakan, sehingga respons yang tepat terhadap 

pelanggaran etik jurnalistik seharusnya tetap berada dalam ranah 

mekanisme yang telah disediakan oleh sistem hukum pers, bukan melalui 

kriminalisasi yang berdampak struktural terhadap kebebasan pers secara 

menyeluruh. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, penulis menyampaikan 

dua saran kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut: 

1. Bagi aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang dalam hal ini 

mencakup Kepolisian, Mahkamah Agung, serta DPR dan pemerintah selaku 

pembentuk undang-undang memikul tanggung jawab kolektif yang besar 

dalam menciptakan ekosistem penegakan hukum yang tidak menjadi 

instrumen pembungkaman kebebasan pers. Pertama, Kepolisian harus 

secara konsisten dan tanpa pengecualian mematuhi MoU yang telah 

disepakati bersama Dewan Pers, yakni dengan menjadikan konsultasi ke 

Dewan Pers sebagai prosedur wajib sebelum memulai penyelidikan, 

penyidikan, maupun penuntutan terhadap wartawan atas dugaan 

pelanggaran yang berkaitan dengan karya jurnalistik. Ketidakpatuhan 

terhadap mekanisme ini, sebagaimana terbukti dalam kasus A, telah 

membuka celah bagi eskalasi sengketa pers ke ranah pidana yang 

seharusnya dapat diselesaikan melalui mekanisme internal pers. Untuk 
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menjamin kepatuhan tersebut, Polri perlu segera menerbitkan petunjuk 

teknis (juknis) yang bersifat operasional dan mengikat secara hierarkis, 

sehingga MoU tidak lagi menjadi sekadar dokumen formalitas yang 

diabaikan di tingkat pelaksana. Kedua, Mahkamah Agung perlu mengambil 

langkah konkret untuk memperkuat implementasi SEMA Nomor 13 Tahun 

2008 dengan menjadikan konsultasi ke Dewan Pers bukan lagi bersifat 

opsional, melainkan sebagai syarat prosedural yang wajib dipenuhi oleh 

setiap hakim sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara yang 

menyangkut kegiatan jurnalistik. Lebih jauh, Mahkamah Agung perlu 

menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang secara khusus 

mengatur tata cara penanganan perkara pers, termasuk di dalamnya 

kewajiban penerapan prinsip lex specialis UU Pers sebagai regulasi yang 

harus diutamakan di atas UU ITE dalam setiap perkara jurnalistik. Selain 

itu, MA perlu mendesain program pendidikan dan pelatihan hakim yang 

secara khusus membekali para hakim dengan pemahaman yang memadai 

mengenai cara kerja industri pers, konstruksi pertanggungjawaban 

redaksional melalui waterfall system sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UU 

Pers, serta kode etik jurnalistik yang membedakan antara kesalahan 

profesional yang harus diselesaikan melalui mekanisme pers dengan 

perbuatan yang memang memenuhi unsur-unsur pidana. Ketiga, pada ranah 

legislasi, DPR dan pemerintah perlu segera melakukan harmonisasi 

normatif antara UU ITE dan UU Pers dengan menambahkan klausul 

pengecualian yang secara eksplisit dan tegas menyatakan bahwa karya 
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jurnalistik dari perusahaan pers yang telah terverifikasi oleh Dewan Pers 

tidak dapat dijadikan dasar penuntutan pidana berdasarkan Pasal 27 ayat (3) 

maupun Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Langkah legislatif ini diperlukan untuk 

secara definitif mengakhiri konflik normatif yang selama ini telah menjadi 

ancaman struktural bagi kebebasan pers dan mendorong pemerintah serta 

DPR untuk juga mempertimbangkan pembentukan regulasi turunan yang 

secara hierarkis menempatkan UU Pers sebagai lex specialis yang mengikat 

bagi seluruh aparat penegak hukum dalam menangani perkara yang 

berkaitan dengan kegiatan jurnalistik di Indonesia. 

2. Bagi wartawan. Wartawan sebagai ujung tombak kegiatan jurnalistik 

sekaligus pihak yang paling rentan terhadap ancaman kriminalisasi 

memiliki tanggung jawab yang tidak dapat dialihkan untuk membentengi 

dirinya sendiri melalui kepatuhan yang ketat terhadap KEJ. Pelajaran 

terpenting yang dapat ditarik dari kasus A adalah bahwa imunitas profesi 

seorang wartawan tidak bersifat otomatis, ia harus dibangun, dibuktikan, 

dan dipertahankan melalui rekam jejak kerja jurnalistik yang memenuhi 

standar KEJ secara konsisten dan terdokumentasi. Kepatuhan terhadap 

prinsip verifikasi, kewajiban konfirmasi kepada semua pihak yang disebut 

dalam pemberitaan (cover both sides), serta pendokumentasian sumber 

secara tertulis bukan sekadar kewajiban etis yang bersifat moral dalam 

konteks hukum, dokumen-dokumen tersebut adalah bukti yang dapat 

menentukan apakah seorang wartawan terlindungi oleh UU Pers atau tidak. 

Wartawan yang tidak mampu menunjukkan bahwa proses peliputan dan 
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penerbitan beritanya memenuhi standar KEJ akan dengan mudah 

kehilangan perlindungan hukum profesinya dan menjadi rentan terhadap 

dakwaan pidana, baik berdasarkan UU ITE maupun KUHP. Oleh karena 

itu, setiap wartawan mutlak membangun sistem kerja yang terstruktur, 

termasuk mendokumentasikan seluruh proses verifikasi, menyimpan 

rekaman konfirmasi kepada narasumber, dan mengarsipkan setiap tahap 

editorial sebelum sebuah berita diterbitkan, terutama pada pemberitaan 

investigatif yang menyangkut reputasi atau kehormatan pihak tertentu. 

Dewan Pers sebagai lembaga yang paling otoritatif dalam menilai karya 

jurnalistik perlu meningkatkan kualitas dan konsistensi surat pandangan 

yang dikeluarkan dalam proses persidangan. Surat pandangan tersebut harus 

memuat analisis yang rinci, terstruktur, dan berbasis indikator KEJ secara 

unsur per unsur bukan sekadar kesimpulan kelembagaan yang mudah 

dikesampingkan oleh hakim. Inkonsistensi pernyataan Dewan Pers dalam 

kasus A terbukti telah menjadi celah yang dimanfaatkan oleh majelis hakim 

untuk mengabaikan pandangan lembaga tersebut dan mengambil alih 

penilaian atas karya jurnalistik secara sepihak. Di samping itu, Dewan Pers 

perlu memperluas sosialisasi mekanisme hak jawab dan hak koreksi kepada 

seluruh pemangku kepentingan pers di daerah, mengingat kegagalan 

mekanisme ini di tingkat awal menjadi salah satu faktor utama yang 

mendorong akibat sengketa pers ke ranah pidana.  
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